BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan

prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memajukan kondisi daerah;

bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta
program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepualauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);



10.

11;

12.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor17 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Menetapkan

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2

10.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun berpedoman pada RPJP Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disingkat RJPMD adalah
dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah
dan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan
ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.



11;

12;

13.

(1)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan
PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD; dan

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

BAB 111
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 terdiri atas:

a.
b.

C.

pendahuluan;

gambaran umum Daerah;

Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

penutup.



Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

pembangunan dan pelayanan publik.

(2)

(3)

(5)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan

b. pelaksanaan RPJMD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Diundangkan di Toboali

pada tanggal '3 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EZ,

/-—\
HEFI NURANDA

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal \3 Agustus 2025
BUPA’K}, BANGKA SELATAN,

,/’ ‘f;i/

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR |
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:( 1.3 / 2025)



